GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN,
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

Mengingat

Loa.

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 49 Tahun 2021, sudah tidak sesuai dengan kondisi
saat ini sehingga perlu diubah:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
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4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6781);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6322);

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun

2019 tentang Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 37);

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun

2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 32
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN,
PEMOTONGAN, PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor
33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 49}, diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk calon pegawai negeri sipil
yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah PPPK yang bekerja pada Provinsi Kalimantan Timur.

4. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat TPP adalah tambahan penghasilan kepada Pegawai
berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

5. Cuti Melahirkan adalah kondisi Pegawai Aparatur Sipil Negara wanita
yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, kedua, dan
ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara.

6. Cuti Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena
alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter,
termasuk Cuti Sakit Rawat Inap.

7. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir
melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.

8. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum
ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.

9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai
karena terbukti melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

10. Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang
melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

11. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS

yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh
pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang
berwenang menghukum.
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Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh
oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin
berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada
Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Penugasan adalah penetapan Gubemur Kalimantan Timur bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pemusatan latihan/pelatihan
dalam rangka Kkegiatan olahraga/seni budaya/sejenisnya guna
pencapaian prestasi pada tingkat daerah regional atau nasional, atau
internasional.

Penugasan Khusus adalah penetapan Pejabat Pembina Kepegawaian
kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas jabatan secara
khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam
jangka waktu tertentu.

Ketentuan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut:

(3)
(4)
(5)
(6)

Pasal 15

Penghentian pembayaran TPP diberlakukan bagi Pegawai yang
diberhentikan sementara karena dilakukan penahanan oleh aparat
penegak hukum yang berwenang.

Penghentian pembayaran TPP diberlakukan bagi Pegawai yang
diberhentikan sementara karena diangkat sebagai anggota lembaga
pemerintah non struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai yang memasuki batas usia pensiun.
Pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun.
Pegawai yang ditetapkan sebagai Pegawai tugas belajar.

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara.

Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 18

Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerima TPP
dengan nama lain (Insentif Pemungutan Pajak) memilih besaran TPP
yang nominalnya paling tinggi.

Guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga kesehatan
menerima TPP diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri, kecuali
PPPK baru.
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(3) Calon Pejabat Fungsional Tingkat Ahli Pertama menerima TPP pada
Kelas Jabatan 7, Calon Pejabat Fungsional Terampil menerima TPP pada
Kelas Jabatan 6, dan Calon Pejabat Fungsional Pemula menerima TPP
pada kelas Jabatan 5.

(4) Calon Pegawai Negeri Sipil menerima TPP paling tinggi 80% (delapan
puluh persen).

4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

TPP PPPK dibayarkan berdasarkan tanggal berlaku Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas (SPMT).

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Oktober 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 36.

~~Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KERA O HUKUM,
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f}{ /.. ) SUPARMI
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